BAB1

PENDAHULUAN

Perkebunan sawit merupakan salah satu penyebab utama penggundulan
hutan daii pémbiikasi lahan gaimbut di Indonésia yang berakibat punahnya
spesies langka seperti Harimau Sumatera, Orangutan dan keanekaragaman hayati
lainnya. Mekanisme pembakaran dalam pembukaan Iahan gambut dan
penpetingan lahan gatibut unfuk ditanami kelapa sawit tefnyata nénghasilkai
jutaan karbon dioksida (CO2) yang membuat Indonesia menjadi kontributor
emisi CO?2 terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Cina.
keanekaragaman hayati yang terancam perluasan kebun kelapa sawit, ada jutaan
penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada hutan dan lahan
saitibit juga fmengalami kesulitai. Meteka terpaksa kehilaiigan tanah dan lahan
mereka demi untuk perluasan perkebunan kelapa sawit.

WWF mengajak pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan kelapa
sawit apar fau menerapkan hasil dati RSPO yang berfupa Priisip dan Kritefia
yang memuat seluruh tata aturan mengenai kelapa sawit. Untuk mencapai
kesuksesan sebuah program seperti RSPO tentunya cara yang paling mendasar

adalah meinganalisa inengenai stratégi yang sesiial agar program tersebut tepat



A. Alasan Pemilihan Judul

Global warming, yang mierupakan masalah paling krusial yang di hadapi,
hampir seluruh negara-negara di dunia, mampu menjadi penyebab utama
menifgkathiya sulii buii. Dengan séidifitiya, banyak feiioiiéna yaig Saling
terkait menyebabkan bernagai fluktuasi iklim dunia. Degradasi lingkungan akibat
kurangnya perhatian masyarakat menjadi salah satu faktor utama penyebab
peinatiasah global. Pémanasan global yang disebabkaii kafena Kadar éitiisi di
ozon yang semakin besar juga dipengaruhi banyak hal séperti kebakaran hutan,
polusi udara akibat industri-industri besar dan juga hilangnya fungsi hutan akibat
petiebangai liar dan alik funpsi lahat gambut untik Kélapa sawit.

Perlunya penanganan bersama dalam menekan kerusakan hutan sangat
penting salah satunya untuk menekan laju hutan yang rusak akibat penebangan
dai peinbakaran hutai akibat dafi péifibikaan lahan bari untuk keélapa sawit,
terutama diperlukan suatu aturan yang jelas dan memuat mengenai mekanisme
pengelolan kelapa sawit yang ramah lingkungan maka WWF bersama RSPO ada
guna menciptakan solusi yafig tepat untuk imengatasi masalah tersebul. WWF
tidak hanya melibatkan pemerintah dalam mencari solusi penanganan kelapa
sawit yang ramah lingkungan namun juga WWF yang ikut menjadi pemrakarsa
RSPO ini mengajak perusahaan-periisatiaan yang befperak dalain bishis finyak
kelapa sawit untuk berpartisipasi dalam pengembangan kelapa sawit ramah
lingkungan.

Dengan demikian, penulis tertarik unfuk memilih judul “Straftegi
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Wildlife Fund for Nature di Indonesia” sebagai judul skripsi berdasarkan
bebérapa alasati. Péﬁiiliﬁ feitarik dengan topik peran WWF sebagai Noii-
governmental Organization (NGO) yang merupakan NGO internasional di bidang
lingkungan yang mau bekerja sama dengan pemerintah dalam melestarikan
lingkiingaii,. WWF ineéaiiikain dan meiiiliki pefan cukup penfig dalai
menanggulangi perubahan iklim dan pemanasan global dengan penelitian para
ilmuwan dan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan akan kebenarannya.
Selafijiifiya, judul tersebut beluf pefnah diangkat sebagai judul skiipsi di
jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Dari segi teknis, penulis telah berhasil mengumpulkan data-data yang

imendukiifig dalam peniyusunan SKipsi ifii.

B. Latar Belakang

Isu lingkungan lidup pettaria kali disngkat sebagal agenida dalam
hubungan internasional pada tahun 1970-an. Hal itu ditandai dengan
diselengparakainya Konferensi Perséfikatan Baiigsa-Bangsa (PBB) téitaiig
lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia. Dua puluh tahun
kemudian isu lingkungan hidup diangkat kembali dalam konferensi tentang
lingkiingai hidup di Rio dé Janeiio, Brazil tahiif 1992, yaig sebeluininya diawali
dengan konferensi PBB mengenai perubahan iklim dunia di Montreal, Kanada

tahun 1990. ! Kepedulian tethadap lingkungan hidup menjadi isu global karena




isu lingkungan hidup juga menyangkut eksploitasi terhadap sumber daya global
seperti lautan dan atmosfir.

Banyak kegiatan eksploitasi atau degradasi lingkungan memiliki skala
lokal ataupun nasional, dan dilakukan di berbagai tempat di seluruh dunia
sehingpa dapat dianggap sebagai masalah global, misaliiya efosi dan depradasi
tanah, penebangan hutan, polusi air dan sebagainya. Proses yang menyebabkan
terjadinya eksploitasi yang berlebihan dan degradasi lingkungan berhubungan
denigai proses-proses politik dai sosial-ckonoini Vang lebiki liias, dimatia proses-
proses tersebut merupakan bagian dari ekonomi politik global.? Kemudian
kerusakan lingkungan menjadi kajian dalam Hubungan Internasional dimana
Kemiidian aktoi-akior non-iegara meiaiikan péran yang sangat penting dalam
merespon permasalahan lingkungan hidup internasional. Respon dari adanya
permasalahan lingkungan internasional itu adalah kemudian munculnya rezim
lingkiingan hidiip ifiterhasional.

Munculnya rezim lingkungan internasional serta merta membawa
perubahan yang sangat signifikan hal itu dilihat dari semakin banyak muncul
Noii-Goverient Ofgafiization (NGO) yang betgefak dalam bidang lingkungati
baik dalam skala internasional seperti Greenpeace maupun World Wildlife Fund
for Nature (WWF) dan yang berskala lokal seperti Wahana Lingkungan Hidup
Ihdoniesia (Walki). Péiaii NGO téfsebut sangat penting dalafi meiiyuiarakai isi-
isu yang berkaitan dengan lingkungan dan kemudian menyampaikannya ke

forum internasional contohnya ke lembaga internasional Perserikatan Bangsa-

2 John Baylis&Steve Smith. 1999. The Globalization of World Politics: An Introduction
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Bangsa (PBB) yang dimana PBB membentuk suatu badan internasional
mengenai pefubahan iKlim yaifu Uiiféd Nations Fraftnework Convéntion on
Climate Change (UNFCC).

Sekarang ini isu lingkungan bukan lagi merupakan menjadi masalah ilmu
pétigetahiuan alaim sémata, isu lingkiingan Kemudian merambah ke ranah sosial,
yang kemudian menjadi topik yang baru dalam kajian ilmu politik yang
menjadikannya isu baru dalam Hubungan Internasional. Merambahnya isu
lingkiingan Ké ranah $Sosial fidak lain dikafenakan adanya dégradasi atau
penurunan kuantitas maupun kualitas dari lingkungan itu sendiri, yang kemudian
akibat dari degradasi tersebut memberikan dampak langsung bagi masyarakat,
iefitatha vang Selaima iiii Sangat befgantung pada kekayaan alam. Dampak yang
ditimbulkan tadi yang kemudian disebut sebagai “global warming” atau
pemanasan global yang diakibatkan oleh adanya efek gas rumah kaca (GRK).
Pémanasan pglobal adalah fenioiiena global yang juga dipici oléh kegiatan
manusia terutama yang berkaitan dengan pengguanaan Bahan Bakar Fosil (BBF)
dan kegiatan alih guna lahan.! Pemanasan Global menjadi isu yang sangat
penting, hal itu karena masaiah ini masih diperdebatkan oleh Negara yang sedang
berkembang atau Negara Dunia ketiga serta oleh International Non-Goverment
Organization (INGO), yang ditujukan kepada Negara maju atau Negara Dunia
péitaina dan Negara Iiidustii baiii afali Négara Diuiia kedua. WWF bahKai
membuat suatu program Climate and Energy yang mengatur mengenai strategi

adaptasi berupa cara untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan strategi




mitigasi yang meliputi pencarian cara untuk menahan laju emisi gas rumah kaca
(GRK). Tudiiian Negata Beéikefibang terhadap Negara Maju béralasan Kareria
memang salah satu faktor penyebab global warming yang ditandai dengan
meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi, adalah akibat dari polusi yang
dihasilkai oleh proses industrialisasi di Negara Dunia pértainia maupun Negara
Dunia kedua. Sehingga protes dari Negara Dunia ketiga pun menjadi isu yang
besar dan kemudian mereka menuntut kompensasi sebagai upaya untuk
mengiirangi dampak global Wariing.

Salah satu dari tuntutan kompensansi dari negara-negara berkembang
adalah perbaikan hutan. Hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang
dijadikaf sebagai filfer uhtik menyating karbondioksida (CO2) yaig dihasilkan
dari asap kendaraan bermotor maupun dari adanya proses kegiatan industrialisasi.
Hutan sangat penting juga untuk kelangsungan hidup ekosistem yang ada di
dalaimnya dan hiitan mefupakaii suatu ekosistem teibesat di buini. Hufah juga
sebagai pengatur iklim global dan pola-pola cuaca yang merupakan sistem-sistem
penting dari lingkungan hidup yang mendukung kehidupan di atas bumi. Banyak
daii jumlah hiutan alam di duiia yang fusak parah maupud hilaiig, fantsia
menghancurkan hutan dengan kecepatan yang luar biasa. Wilayah seukuran
lapangan bola ditebang habis tiap dua detiknya. Hal ini mengakibatkan
peiiyusutai dan kepuiiahaii spesies tumbuhail dan hewai. Sekitai sepetliiia dati
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tropis.* Ini tidak termasuk dari emisi kerusakan hutan yang diakibatkan dari
kegiatan industri seperti penebangan hutan baik iegal maupun ilegal. Konversi
hutan menjadi perkebunan merupakan penyebab kerusakan hutan dan juga

penyumbang gas emisi karbon terbesar. Salah satu contohnya adalah pembukaan

diperkirakan akan meningkat dari 20,2 juta ton pertahun menjadi 40 juta ton
pertahun di tahun 2020.° Hal inilah juga yang mendasari terjadinya konversi
hutan untuk perkebunan secara besar-besaran terutama untuk kelapa sawit.
Namun demikian beberapa perusahaan besar pengguna minyak kelapa
sawit telah menggeser posisinya dan mendukung moratorium terhadap
deforesiasi. Uiiléver, salah satu Kofsumeén mitiyak sawit téibesar di diiiia,
mengumumkan dukungannya di awal bulan Mei tahun 2008. Mereka setuju

membeli bahan baku dari sumber yang menyumbang pada pengrusakan hutan

dengan beban karbon yang sangat besar.® Langkah perusahaan Unilever sebagai

perusahaan multinasional ini yang mau ikut miendukung' pemakaian minyak

merupakan svatu upaya dari WWF. Unilever sendiri bersama WWF merupakan

pemrakarsa dibentuknya RSPO. Unilever merupakan pengimpor minyak sawit

*IPCC(Intergovernmental Pariel on Climate Change), 2007, Climate Change 2007 ;
Mitigation of Climate Change, Contribution of Working Group HI to the Fourth Assassment
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Diakses pada 20 Februari 2011, dari
http:/f'www.ipcc,ch/publications_and_data/publications_ipcc_fourth_assessment_report_ wg3_re
port_m'iti;gation_of_ climate_change.htm

‘Gréenpeacs, deforestast dan perubalian iklim, diakses tafiggal 20 Februati 2011.
hp//: www.greenpeace.org/seasia/id/press/reports/deforestasi-perubahan-iklim-d/ .




yang besar di Indonesia dan Unilever mengimpor minyak sawit dari perusahaan
PT SMART (Sitiaf Mas Agio Resources and Technology). PT SMART iiéendapat
isu negatif dari Greenpeace dan WWF mengenai pembukaan lahan untuk kelapa
sawit yang tidak ramah lilngkungan, hal itu membuat Unilever sebagai salah satu
Konstimeénnya bérsikap tégas dan akan melakilkan pemboikotan ekspor miiiyak
sawit dari PT SMART ke Unilever apabila PT SMART tidak melakukan
mekanisme yang sesuai mengenai pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang
ramah lifgkungai,

WWF merupakan organisasi pelestarian global yang bekerja di 100 negara
di dunia termasuk di Indonesia. WWEF-Indonesia merupakan bagian independen
dafi jafingan WWF Iitéinasional. WWF-Iidonésia adalah yayasai itidependéi
yang terdaftar sesuai hukum Indonesia. WWF-Indonesia bekerja untuk
melindungi perbatasan terakhir dari hutan alam Indonesia dan menjamin
dilakiikaii pengélolaan produk-produk hufan yang bérkelanjuitan serta
menyembuhkan hutan yang rusak dengan melestarikan hutan dan mencegah
kerusakan hutan. Penggundulan hutan dan pembakaran hutan untuk perluasan
pefkebunai Kelapa sawit membuat WWF lebih giat inengkampanyekan Séita
melakukan pendekatan-pendekatan terhadap para pelaku industri kelapa sawit
maupun pemangku kepentingan lainnya untuk tidak melakukan kerusakan hutan.

WWF memipakan NGO yang akif dalam menyuarakan perlufiya
pelestarian hutan yang berkelanjutan yang seimbang antara pembangunan dan

pelestarian. WWF bekerja baik dalam tingkat lokal di Indonesia seperti program
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internasional dengan begitu kinetja WWF dirasa lebih maksimal dalam
menyuarakan perlidungan hutan dibanding dengaii NGO lain sépérti
Greenpeace yang bekerja hanya dengan mengandalkan kampanye semata,
sementara WWF sendiri tidak hanya kampanye saja melainkan dengan bekerja
saina déngan pémerintah 16kal dan itasional.

Terjadinya kerusakan hutan dan alih fungsi hutan menjadi perkebunan
sawit tersebut merupakan alasan utama WWF yang kemudian ingin membuat
siiafu forim dimana forum térsebut beéranggotdkan dari beberapa peiiangku
kepentingan yang berkaitan dengan kelapa sawit, dengan adanya forum tersebut
WWF berharap terciptanya keseimbangan antara pembangunan dengan
peélestarian Liitan.

Dalam REDD ( Reducing Emission from Deforestation and Forest
Degradation) juga telah mengatur mengenai jumlah luas kawasan hutan alami
déngan hufan produksi, Sehiigga penyerapain kaiboii yang nienyebabkai
terjadinya global warming dapat ditekan sekaligus nantinya dapat berkurang,
mengingat hutan alami lebih banyak menyerap karbon dibandingkan dengan
Hiitai produksi seperti kelapa sawit.” WWF sendifi mefupakan NGO yahg juga
ikut dalam pengawasan pelaksanaan mekanisme REDD yang telah diputuskan
dalam COP 13 di Bali. Selain tertuang dalam REDD, konsep pelestarian hutan
podiksi juga tertuang dalam HCVF ( High Cofiservasion Valué Fofest) afau
prinsip ke-9 dari standar pengelolaan hutan yang berkelanjutan yang

dikembangkan oleh Majelis Pengurus Hutan ( Forest Stewardship Council /

7 Keducing Emissions from Deforestation and Degradation in Developing Countries,
diakses taneeal 20 Februari 2011 dari



FSC). Konsep HCVF didisain dengan tujuan untuk membantu para pengelola
hiifaii dalaii usaha-usaha pehingkatan kebérlanjiitan sosial dan lingKufigan
hidup.?

Dengan adanya aturan dari HCVF dan skema pengaturan pengurangan
éinisi Karbon di diifia melalti skéina REDD yaiig akan dijélﬁﬁkéﬁ oleh Indonesia
nantinya, WWF kemudian ikut memprakarsai sebuah forum yang ditujukan bagi

para pengusaha-pengusaha kelapa sawit baik itu perusahaan internasional

(RSPO). RSPO adalah suatu inisiasi multi stakeholder global yang melaksanakan
kegiatannya di dalam dan sekitar rantai suplai minyak sawit secara menyeluruh,
gina fendofong perfumbiliai Sefta pemakaian miifiyak sawit lestari melalui
kerjasama dalam rantai suplai dan menyediakan forum tukar pikiran diantara
semua pihak yang berkepentingan. Status RSPO sendiri terdaftar pada 8 April
2004 sebagai Asosiasi Nitflaba dibawah Afticle 60 UU Sipil Swiss pada
awalnya.” Namun saat ini sekertariat RSPO berada di Kuala Lumpur, Malaysia.
Sustainable Palm Qil dijalankan karena adanya kesadaran konsumen dan rantai
pasok sawit akan kelestarian lingkingan, pengarui NGO yang semakin kiat
dalam menyuarakan kelestarian lingkungan, maraknya pembukaan hutan dan
kekhawatiran hilangnya keanekaragaman hayati, potensi keterkaitan antara
keriiakan hufan dan ekspansi iftdustei sawii, daii Keséimpatan bagi pétkebunai

untuk meningkatkan efisiensi. Tujuan RSPO sendiri adalah mempromosikan

$panduan Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Di Indonesia, diakses tanggal

20 Februari 2011 dari
B cmeotect/ HOV-RIWG/HCVEF%20Toolkit3620Final%620V2 %202008.pdf.



pengembangan dan penggunaan Sustainable palm oil melalui kerjasama dalam
inata fantai pasok (supplay chain) dan dialog ferbiika dengai para pemaigkii
kepentingan. RSPO sendiri mengadopsi aturan dalam REDD maupun HCVF
dalam Prinsip and Criteria (P n C) yang dijalankan oleh para perusahaan kelapa
sawit yarig diantaranya adalah tahggiingjawab lingkungan, konséivasi alai, dan
keanekaragaman hayati."

Banyaknya persoalan didalam industri kelapa sawit mulai dari tidak
fendahiya produktivitas kebun, issue konversi Liutah, kebakatan lahiaf, Kkoiiflik
dengan satwa liar dan ketidakadilan tenaga kerja dan masyarakat lokal,
kampanye anti sawit oleh beberapa NGO sampai penolakan pasar beberapa
fegata fopa pada produk CPO dari Tndonesia. Hal inilah yang mendorong
beberapa lembaga yang berkaitan langsung dengan produksi minyak sawit pada
tahun 2002 untuk dapat mempromosikan pengembangan dan penggunaan
siistainiable pali oil melalui ketjasama dalaf fata fantai pasok (supply élidiin)
dan dialog terbuka dengan pemangku kepentingan dalam sebuah wadah RSPO
(Rountable on Sustainable Palm Oil). Lembaga-lembaga yang menjadi inisiator
unfuk minyak sawit \estati/siistainable pal oil (SPO) adalah Aawthiis United
UK, Golden Hope Plantations Berhad, Migros, Sainsbury, Unilever dan WWEF.
Pada tahun 2004 prinsip dan kriteria RSPO (P N C RSPO) mulai dibahas dan
pada tahiia 2005 P & C RSPO i telak diadopsi oleh anggota dan sampai tahun

2007 ini disepakati sebagai tenggat percobaan dari P n C yang dihasilkan."

10 3
Ibid.
11 Sejarah berdirinya RSPO, diakses pada tanggal 21 Februari 2011 dari
http:/www.rspo. org/?g=page/10.
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Indonesia perlu menerapkan Prinsip dan Kriteia di RSPO karena
penpheitian ekspor imtiiyak kelapa sawit dafi Ihdonesia ké Efopa membuat
perekonomian Indonesia ikut terpuruk, hal itu ditandai juga dengan ancaman
pasar Eropa mengenai penolakan ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia ke
Efopa. Dampak yaig ditifabiilkan akibat ancaiman penolakan fersebut adalahi 15
juta ton CPO (Crude Palm Oil) dari Indonesia terancam tak terjual, meskipun
Indonesia tidak hanya mengekspor minyak kelapa sawit ke Eropa namun juga ke
Iiidia, Cina, dan Pakistan, tétapi pangsa pasar minyak keélapa sawif terbesar
Indonesia adalah Eropa. Saat ini Indonesia mampu memproduksi 20 juta ton
CPO pertahun, 15 juta ton diantaranya di ek3por_ dan sisanya sebanyak 5 juta ton
dikonsimsi dalam fegefi.'> Deéngaii diferapkaiifiya prinsip dan kritéria di RSPO
maka, ancaman pemboikotan ekspor minyak kelapa sawit dari Indonesia akan
dihapus. Pada kenyataannya dari 100 lebih perusahaan di Indonesia yang
bergerak dalaim bidang Kelapa sawit bard 77 perusahaaii yang sudah meénerapkan
prinsip dan kriteria tersebut. Peran WWF dan Pemerintah tentunya sangat
dibutuhkan untuk mengajak perusahaan yang lainnya agar ikut menerapkan
siifsip dan kriteia dengan begifa manfaat yang dipefoleh semakin banyak, tidak
hanya dihapusnya boikot dari Eropa tetapi juga menjaga kelestarian alam dan

mengurangi dampak dari pemanasan global.

12 [ danesia diprediksi hasilkan 20 juta ton sawit, diakses tanggal 21 Februari 2011 dari



C. Pokok Permasalahan

Difi latar belakarig perimasdlahian diatas maka muncul permasalahian yatig
dijadikan fokus utama pada penelitian yaitu : “Bagaimana strategi World
Wildlifé Furid for Naturé (WWF) méndororig periérapaii lasil Roundiable on

Sustainable Palm Oil (RSPO) di Indonesia?”

D. Kerangka Pemikiran
1. Konsep Sustainablé Devélopment

Budimanta (2005) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan
adalah suatii cara yang dilakiikan secara Sisteiiatis dan térencaiia dalam
kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat
manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan
dataiig untik menikimati dan memanfaatkaniya. Dalam proses pefibanguiian
berkelanjutan terdapat proses perubahan terncana, yang didalamnya terdapat
eksploitasi sumberdaya, arah investasi orientasi pengembangan teknologi, dan
peribahan kelembagaan yang kesemusnya ini dalam keadaan selaras, sérta
meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan
dan aspirasi masyarakat. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya
beikonseiitrasi pada isu-isu liigkungan, Lebih luas dafi itu, pembangiinan
berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan; pembangunan, ekonomi,
pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan (selanjutnya disebut 3 pilar
peiibanginan berkelanjitan). Dokumeni-dokumen PBB, terutaima hasil World
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pendorong bagi pembangunan berkelanjutan. Idealnya ketiga hal tersebut dapat
bérjalan befsaima-saina dan menjadi fokus peéndoronig dalam pémbangunan
| berkelanjutan.?

Istilah pembangunan berkelanjutan (sustainable  development)
dipérkenalkan dalaii Woild Conséfvation Strategy ( Stratégi Konséivasi Dutiia)
yang diterbitkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP),
International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN),
dati Woild Wide Fiiiid for Nafiire (WWF) pada 1980. Menurit Brunidtland Reépoit
dari PBB (1987), pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan
(lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan
sekarang tafipa mengorbankan pemeniitian kebutuhan pefiefasi masa depai”.
Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan
berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa
iengorbankan kebutuhan pefbangunan ekonoiti dan keadilan sosial.

Konsep pembangunan berkelanjutan ini kemudian dipopulerkan melalui
laporan WCED berjudul “Our Common Future” yang diterbitkan pada 1987.
Laporai ifii mendefinisikan pembangunian berkelanjiitan sebagai pemibanglnai
yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan
generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Di dalam
Konsep tersebut térkandung dua gagasan peiting. Péitama, gagasan kébutiilian,
khususnya kebutuhan esensial kaum miskin sedunia harus diberi prioritas utama.

Kedua, gagasan keterbatasan, yang bersumber pada kondisi teknologi dan

13 [ndikaior pembangunan berkelanjuian di Indonesia, diakses pada tanggal 21 Februari
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organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuha
sekarang daii yang akan datang. Jadi, fujuan peribangiinan ekofiomi dan Sosial
harus dituangkan dalam gagasan keberlanjutan di semua negara, baik negara
maju, maupun negara sedang berkembang.*

Kemunculan konsep ini disebabkan oleh paradigma pembangunan yang ada
cenderung memutus mata rantai keberlanjutan kehidupan (unsustainable
development) yang kemudian menimbulkan terjadinya pemisahan dari tiga aspek
semakin majunya perekonomian dan pembangunan konsep lingkungan tidak lagi
diperhatikan karena pembangunan yang dijalani selama ini hanya berlandaskan
pada aspek ekonomi dan profif. Sehifgga haiitinya pértiimbuhian ekonomi dah
industri yang semakin pesat harus dibayar dengan kerusakan secara ekologi yang
cukup besar dan sudah mulai terlihat dampakanya saat ini yaitu dengan adanya
plobal wariiig yang semakin meluas tefjadi hampir di selurih negara.

Penerapan pembangunan berkelanjutan mensyaratkan adanya sumberdaya
manusia pelaksana pembangunan berkelanjutan yang memahami esensi
pefibangiifian bérkelanjutai. Sifmbér daya manusia pelaksana pembangunai
perln senantiasa bertanya pada diri -sendiri, apa yang tengah dilakukannya itu
dampaknya (terutama dampak negatif) terhadap anak cucu. Dengan demikian,
pembangiifian beérkelanjutan ftiddklahi semata-inafa mefiipakain Komifimeéi
kelembagaan, akan tetapi juga komitmen pribadi masing-masing. Kebijakan
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kondisi good governance. Konsep sustainable development ini merupakan
konsép vang béfkembang tiengikuti pérkembangan fuang dan wakfil
2. Teori Rezim Internasional

Menurut Stephen D. Krasner (1982), rezim internasional adalah suatu
tatanan vang bérisi Kumpulan prinsip, fnofina, afiraf, proses pembuatan
keputusan-baik bersifat eksplisit maupun implisit-yang berkaitan dengan
ekspektasi dtan pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor itu
sendifi dalaim hubunigan litetnasional.”®

Sedangkan rezim menurut Robert O. Keohane (2004) merupakan suatu
perangkat peraturan pemerintah yang meliputi jaringan-jaringan peraturan,
fofina-ioima dan cafd-cara yahg mengamif Seffa mengawasi dampakiiya.
“Norma” dalam konteks tersebut adalah nilai-nilai yang didalamnya terkandung
fakta tepercaya, penyebab dan rectitude (keadilan/ kejujuran). Sedangkan yang
dimaksud denigah “hilai-iilai” adalah perilaku standar yang téibenfuk kafena
adanya kewajiban dan keharusan. “Peraturan” sendiri mengandung anjuran untuk
bertindak secara spesifik yang sifatnya membatasi. Sedangkan “decision-making
procediiré” (prosédur membiiat Kepiifiisan) meénipakan prakiek berlaku iinfuk
membuat dan mengimplementasikan pilihan kelompok. 16

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian rezim secara
kontekstual iméfiipakan gabiingan dari Keempat nilai-nilai dasar tersebut di atas

yang secara keseluruhan memfasilitasi lahir dan bertahannya sebuah rezim.

13 Stephen D. Krasner, ed., International Regimes, Ithaca, NY: Cornell University Press,

1983,
16 g eohane, Robert. 2004. The Demand of International Regime. New Jersey:

Cambridge University Press. Ch. VL
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Dalam artikel “The Demand of The International Regimes” (2004), Robert
Keéohane menpungkapkan bahwa fezim dianggap efektif selaiia dewigiid
(permintaan adanya rezim dalam politik internasional) tersedia. Namun hal itu
bukan merupakan hal yang mutlak karena terdapat beragam perbedaan kondisi
dihana denidnd réZiim sémakKin berkurang afau Kondisi laifi dimana fézii
menjadi lebih signifikan meski tanpa kekuatan aktor dominan.”

Rezim internasional WWF berkembang sebagai reaksi terhadap adanya isu
“slobal warniing”. Sampai saat il réziin WWF sudah meliputi hampir seliifuh
aspek hubungan internasional yang membutuhkan koordinasi antar state, yang
fokus utamanya adalah isu lingkungan yang kini menjadi isu penting dalam
sétiap hubuiigan ifféfiasional antar stare.

Rezim WWF lebih dari sesuatu yang independen dalam politik
internasional yang berperan sebagai fasilitator terciptanya agreement dengan cara
fefiyediakan seperanpkat fiofita, pératiifan dan prinsip sekaligiis mefiyediakan
informasi yang sufficient, mengurangi asymmetric information (mencakup moral
hazard atau penyimpangan moral) serta mengurangi uncertainties. Rezim WWF
lakir giiha menciptakan Solusi fersebut untuk ményelésaikan masalah di dalaiii
kompleksitas perilaku anggotanya secara spesifik.

Rezim internasional terkadang muncul sebagai reaksi terhadap adanya
kebiitithan unafuk ielakukan Kooidifiasi perilaku berbagai fiegara téntang suafi
isu tertentu seperti rezim WWF. Di tengabh-tengah absennya suatu rezim yang
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pengaturan di seluruh dunia. Kehadiran suatu rezim berisikan petjanjian
multilatéral dapat ménggantikan perjaijian bilateral, béfisikan stafidar vang dapat
diterapkan secara efisien. Rezim menjalankan fungsi penting yang dibutuhkan
dalam hubungan antarnegara dan merupakan aktor independen dalam politik
iiitafhasional. Reziim ketika dilembagakan akan dijaga keutuhanifiya sehingga
kehadirannya dapat memberikan pengaruh politik melebihi independensi negara-
negara yang menciptakannya. WWF memiliki hak-hak yang diberikan oleh
negata-fiegata peimbeitikiya unfuk fmemotiitor aktivitas konservasi lingkuiigan.

Rezim WWF diorganisasikan dengan perjanjian antarnegara, sehingga
dapat menjadi sumber utama hukum internasional formal, Rezim tersebut dapat
jiiga bertindak Sebagai subyek dafi hukium ifiternasional. Lebili jauh lagi rezii
WWF dapat membentuk perilaku dari negara-negara penyusunnya. Rezim paling
berpengaruh dapat menjadi kaidah dalam hukum internasional merupakan
padangan pafa ahli alian liberal yang ielihat fezim sebagai awal terciptanya
tata dunia damai. Hal tersebut sejalan dengan nafas sang filsuf, Immanuel Kant,
tentang ide kedamaian berkelanjutan (perpeftual peace) melalui federasi negara-
hegara duia.'®

Rezim WWF merupakan rezim lingkungan internasional yang cara
kerjanya berbeda dengan rezim lingkungan lain seperti Greenpeace. WWF
fmenppinakan cafa yang kooperatif dalaim menjalankan Visi dan misinya dalain
menjaga lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan WWF mau bekerjasama dengan

pemerintah pusat maupun lokal seperti contoh di Indonesia, RSPO merupakan
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bentuk kerjasama WWF dengan pemerintah dan perusahaan — perusahaan kelapa
sawit baik fingkat 1okal dan internasional hal fersebut mémbiiktikan bahiwa WWF
merupakan NGO lingkungan internasional yang cara kerjanya berbeda dengan
NGO lain. Greenpeace dalam melakukan pelestarian lingkungan tidak mau
békéijasama defigan pemeérintah dain céndérung imeénggunakan cara Kampeinye
lingkungan secara langsung terhadap perusahaan maupun pemerintah yang
melakukan penyimpangan seperti perusakan hutan dengan cara penebangan liar.

Sélaiii itu WWF ikt ménjadi pemarkarsa dibentiikiya RSPO, dalam foriin
tersebut WWF juga menjadi pengawas terhadap kegiatan perusahaan—
perusahaan yang menjadi member RSPO agar tidak menyalahi aturan yang telah
disepakati bersama fenifama fidak meényalahi Piinsip dan Kritéfia sebagai hasil
RSPO.

Peran WWF dalam menerapkan hasil RSPO berupa Prinsip dan Kriteria
visi, misi, tugas, dan fungsi serta mempunyai artikulasi kepentingan dan masuk
dalam keiompok institusional. WWF menggunakan RSPO sebagai saluran
Kepeinfingaiifiva untik menjaga lingkiifigan.

Rezim WWF sebagai inferest group meletakkan kepentingan dalam
mengurangi laju konversi hutan alam untuk perkebunan skala besar terutama
itk kelapa sawit, uitik itu peran WWF dalaiii RSPO méfcoba meénjémbataii
antara kepentingan produksi dan konsumsi minyak kelapa sawit atau perusahaan

sawit sebagai produksi dan perusahaan besar yang menggunakan turunan dari
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orang menggunakan minyak goreng atau mentega di seluruh dunia sehingga
peérmintaan akan minyak kélapa sawit dan produk fiurinannya satigat tinggi.

Pada dasarnya setiap rezim yang ada memiliki penekanan ydng berbeda
tergantung dari apa yang akan dicapai. Fungsi utama dari rezim internasional
seidifi adalahi untik menifasilitasi pembuatan pefjanjia yang salifg
menguntungkan antar negara'’. Seperti halnya dengan rezim WWF sendiri.
WWF lebih menekankan pada strategi kinerjanya terhadap konsep pembuatan

afuran unfuk méngurangi kérusakan huta.

E. Hipotesis

Berdasarkani data seientafd dan keranpka pemikiran yang digundKat

diperolah jawaban sementara sebagai berikut, strategi WWF adalah
féemprakaisai penefapan Prifisip daii Kgitefia RSPO agar dipatiki dan

dilaksanakan oleh pemerintah dan perusahaan kelapa sawit di Indonesia.

F. Tujuan Penelitian
Suatu penelitiar Iimidh biasafiya dilakikan untuk memberikan gambarafi
objektif mengenai fenomena tertentu. Penulisan skripsi ini bertujuan antara lain
ufifuk :
1. Memberikan gambaran objektif mengenai WWF sebagai NGO
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mengenai evaluasi resiko perubahan iklim akibat aktifitas manusia
(Péruibahai IKlim / Péthanasan Global).

2. Menjelaskan hasil kerja WWF dalam menerapkan Prinsip dan Kriteria
dalam RSPO sebagai langkah untuk mencegah Pemanasan Global dan
Pérubatian IKlim.

3. Untuk kelengkapan dalam memperoleh gelar kesarjanaan pada Jurusan
Ilmu Hubiingai Iintéfnasional, Fakiiltas Ilinu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G. Jangkauan Penelitian

Apar pembahasan lebili terfokuskari pada permasalaban yang telih
ditentukan, maka penulis memberikan batasan pada skripsi ini. Secara umum
peiiulis mejtibatasi perafian WWF dataim RSPO yaiig dimiilai pada taliui 2001 -
2008. Meskipun demikian, berbagai hal yang terjadi sebelumnya yang menjadi
latar belakang peristiwa-peristiwa selanjutnya tetapi menjadi pembahasan yang

penting unfuk merbanti enbeti jawaban se-objektif mungkifi.

H. Metodologi Penelitian

Dalari mengumpulkan datd, penilis fenggunakan penulisan  Secata
kuantitatif yaitu dengan melakukan “library search™ atau penelitian kepustakaan
yaiig fmeliputi literami-literatut, buku-buki, buletin, aftikel, sufat kabat, majalah,
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menggunakan sumber dari berbagai makalah dari WWF mengenai RSPO dan

peranan WWF didalamiiya.

I. Sistematika Pennlisan

Dalaimi petiyusunarn skripsi ini, peniilis memibagikannya ke dalam lima bab
dimana masing-masing bab akan dilakukan pembahasan dan penjelasan lebih
lanjiit yang fefjabarkan sécafa fifici Kédalam sub bab-sub bab yahg antara bab
satu dengan yang lain akan saling berhubungan sehingga pada akhirnya akan
dapat diperoleh penulisan ilmiah yang sitematis.

Bab I merupakan pénjabarain pendahuluan yang meripakai latar belakang
masalah dan kerangka pemikiran serta pengajuan pokok permasalahan dan
hipotesis dari latar belakang dan kerangka pemikiran yang dikaitkan, Didalamnya
juga dimiiat alasan pemilihan judil, tijuan pemilihan, jangkauan peniilisan,
metodologi penelitian, dan sistematika penulisan dalam skripsi.

Sebagai awal Bab I penulis menjelaskan mengenai elaborasi latar belakang
inasalah, pada bab tersebut menjelaskan imengenal Kiprah WWF dalam progiam-
program pelestarian hutan untuk menangani deforestasi dan langkah WWF dalam
menahan laju deforestasi akibat pembukaan lahan kelapa sawit.

Pada Bab III peniilis akai imémbefikan gambaran imeéigenai péran nofmatit
WWF dalam pembentukan RSPO dalam rangka bentuk kerja WWF sebagai NGO
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Pada Bab IV bagian awal penulis akan membahas mengenai strategi WWF
dalait penerapan Prinsip dan Kritéria RSPO di Indonesia.
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